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ABSTRAK   :  Bangunan Gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, mempunyai peranan 

yang sangat strategis dalam pembentukan watak, peningkatan produktivitas, dan jati diri 

manusia. Oleh karena itu, Bangunan Gedung perlu ditata dan dibina demi berkelanjutan 

dan meningkatkan kehidupan serta penghidupan Masyarakat, sekaligus untuk 

mewujudkan Bangunan Gedung yang andal, berjati mandiri, serta seimbang, serasi, dan 

selaras dengan lingkungannya. 

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 9 

Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2022; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; 

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 

2017; Peraturan  Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 21 

Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalm Negeri Nomor 120 Tahun 2018; 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 18 Tahun 2021; 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2021; 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2021; 

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017. 

- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai ketentuan umum, fungsi dan 

klasifikasi bangunan gedung, standar teknis bangunan gedung, proses 

penyelenggaraan bangunan gedung, peran masyarakat, pembinaan, sanksi 

administratif, ketentuan peralihan, ketentuan peralihan. 

CATATAN  : - Peraturan Daerah ini mengatur mengenai 25 Juli 2023 

- Penjelasan : 14 hlm 


